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BAB V

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya sesuai dengan

hasil pembahasan yang telah penulis tuliskan maka dapat diambil kesimpulan

sesuai dengan pokok permasalahan yang penulis angkat pada penulisan

skripsi ini, adapun beberapa kesimpulan dan saran adalah sebagai berikut:

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis uraikan, maka dapat

ditarik sebuah kesimpulan bahwa:

1. Dapat disimpulkan bahwa sebenarnya Undang-Undang nomor 5 Tahun

1999 melarang perjanjian tertutup secara per se sebab jika ketentuan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut dilanggar oleh pelaku

usaha, maka pelaku usaha tersebut langsung dikenakan sanksi sesuai

dengan ketentuan yang berlaku. Seharusnya terhadap kegiatan yang

berkaitan dengan bisnis waralaba Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

hanya menerapkan pendekatan secara per se agar tidak terjadi kekeliruan

pemahaman baik antara pelaku usaha maupun konsumen, disebabkan

adanya pengecualian pada Undang-Undang yang sama yang dituangkan

dalam Pasal 50 dimana Pasal tersebut memberi pengecualian terhadap

kegiatan yang berkaitan dengan waralaba. Oleh karena itu,

penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai larangan perjanjian

tertutup dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 akan
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sangat  dibutuhkan terutama dalam hal spesifikasi batasan-batasan dari

perjanjian tertutup yang hendaknya diatur agar pelaku usaha terhindar

dari praktek persaingan usaha tidak sehat.

2. Kemudian dapat simpulkan, bahwa unsur yang paling membutuhkan

perubahan dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 15 ini terletak pada

tercakupnya sistem distribusi selektif dalam larangan absolut. Menurut

bunyinya, tidak diizinkan sama sekali adanya pengecualian. Apabila

ketentuan tersebut diinterpretasikan secara harfiah saja, maka pelaku

usaha yang ingin menciptakan sistem distribusi selektif hanya dapat

memecahkan masalahnya atas dasar hukum perusahaan. Maka pihak

yang bersangkutan terpaksa menggabungkan distributor mereka menurut

hukum perusahaan. Akibat adanya pengecualian terhadap Pasal 50

tersebut menimbulkan masalah terhadap penerapan Undang-Undang No

5 Tahun 1999 terutama terhadap perjanjian tertutup yang secara jelas di

larang.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan penulis, maka saran

yang dapat disampaikan penulis adalah:

1. Agar tidak menimbulkan kekeliruan dalam menafsirkan tentang

pengecualian yang berkaitan dengan bisnis waralaba terhadap ketentuan

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999, maka perlunya revisi terhadap

Pasal 15 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 agar memperoleh kepastian

hukum, khususnya pada Pasal 15 ayat 1, 2 dan 3 Undang-Undang Nomor
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5 Tahun 1999 yang berkaitan dengan perjanjian tertutup. Sebab hal

demikian erat kaitanya dengan pengecualian pada Pasal 50 yang

termasuk di dalamnya kriteria perjanjian waralaba.

2. KPPU sebagai lembaga yang berwenang dalam mengawasi praktek

persaingan usaha yang tidak sehat diharapkan dapat mengambil peran

yang optimal demi perbaikan iklim usaha serta saling berkoordinasi

menilai dan mengkaji ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan

perjanjian tertutup yang mempedomani dalam sistem bisnis waralaba

agar tidak menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, serta hendaknya

KPPU dapat bertindak lebih jeli dan lebih tegas lagi untuk menentukan

dan menyelesaikan segala bentuk sistem usaha yang berpotensi

melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat agar

terselenggaranya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

3. Pelaku usaha waralaba sebaiknya bisa mengambil sisi positif dari

peraturan perundang-undangan yang memang belum sempurna mengatur

sistem binis waralaba ini, dengan tidak memanfaatkan pengecualian yang

ada untuk bebas melakukan persaingan usaha tidak sehat dan terhindar

dari aturan dalam undang-undang persaingan usaha. Hendaknya pelaku

usaha dalam menjalankan usahanya tetap berpedoman dan tunduk

terhadap isi dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dengan menghindari

segala bentuk perjanjian dan kegiatan yang dilarang guna menciptakan

iklim antimonopoli dan persaingan usaha yang sehat.


